
SALINAN 

 
 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 
NOMOR  11 TAHUN 2011 

 

TENTANG 
 

PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MUKOMUKO, 
 

Menimbang   a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang 
memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan peri 
kehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan 
umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama 
pembangunan;  
 

 

b. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang 
penting bagi kelangsungan hidup kehidupan manusia dan 
makhluk hidup lainnya;  
 

 

c.  bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan 
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air 
secara bijaksana dengan memperlihatkan kepentingan 
generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan 
ekologis;   
 

 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk 
melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Mukomuko; 
 

Mengingat  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 
 

 

2.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4266); 
 



 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); 
 

 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 
 

 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 
 

 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 
 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 
 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang 
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409); 
 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan 
Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 
 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4161); 
 



 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum daerah: 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum daerah; 

 

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 
Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat 
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup; 
 

 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan 
Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah; 

 
16. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 92 Tahun 2001 

tentang Penetapan Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri 
dan Usaha Lainnya di Provinsi Bengkulu; 

   
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 
 

dan  
 

BUPATI MUKOMUKO 
 

MEMUTUSKAN: 
  

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko; 
c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko; 
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Mukomuko; 
e. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

 
 



f. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan 
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 
pengawasan, dan penegakan hukum. 

g. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara 
kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

h. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk 
mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan 
antar keduanya. 

i. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk 
menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke 
dalamnya. 

j. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber 
daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan 
ekosistem. 

k. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, 
adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

l. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, 
yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan 
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap 
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

m. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, 
zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar 
yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai 
unsur lingkungan hidup. 

n. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, 
energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan 
dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan 
hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 

o. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, 
adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 

p. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, 
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, 
dan/atau penimbunan. 

q. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk 
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah 
ditetapkan. 

r. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat 
fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh 
lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. 

s. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan 
perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau 
hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup. 



t. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak 
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang 
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 

u. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk 
menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan 
ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai 
serta keanekaragamannya. 

v. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak 
langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi 
atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim 
alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 

w. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 
x. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, 

energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan 
dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan 
hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 

y. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, 
adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 

z. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, 
penyimpanan, pengumpulan,  pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, 
dan/atau penimbunan. 

aa. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih 
yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada 
lingkungan hidup. 

bb. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup 
yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.  

cc. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan 
terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan 
lingkungan hidup. 

dd. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun 
temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada 
asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta 
adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan 
hukum. 

ee. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

ff. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan 
hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat. 

gg. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan 
usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk 
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

hh. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis 
untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. 

ii. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, 
kecuali laut dan air fosil. 

jj. Sumber air adalah wadah yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah 
termasuk dalam pengertian ini, aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, 
waduk dan muara. 



kk. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai 
kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukkannya untuk menjamin agar 
kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. 

ll. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, 
pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan 
hidup. 

mm. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan 
pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar 
sesuai dengan baku mutu air. 

nn. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasuknya mahluk hidup, zat, energy 
dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air 
turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi 
sesuai dengan peruntukkannya.  

oo. Izin pembuangan limbah cair adalah pemberian izin pembuangan air limbah  ke 
air atau sumber air oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau badan yang 
melakukan usaha yang menimbulkan limbah. 

pp. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perturan perundang-
undangan retribusi daerah. 

qq. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana dibidang retribusi terjadi serta menentukan tersangkanya. 

 
 

Pasal 2 
 

(1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemmaran air diselengarakan 
secara terpadu dengan pendekatan ekosistem. 

 

(2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. 

 
 

Pasal 3 
 

Penyelengaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 4 
 

(1) Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan 
sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya. 
 

(2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar 
sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan 
pencemaran air serta pemulihan kualitas air. 

 



(3) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan pada : 
a. sumber yang terdapat di dalam hutan lindung; 
b. mata air yang terdapat di luar hutan lindung; dan 
c. akuifer air tanah dalam 

 
 
 

BAB II 
PENGELOLAAN KUALITAS AIR 

 
 

Pasal 5 
 

Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dalam melakukan pengelolaan kualitas 
air dapat menugaskan instansi yang menangani pengelolaan kualitas air yang 
bersangkutan. 

 
 

Pasal 6 
 

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko menyusun rencana pendayagunaan 
air. 
 

(2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana,dimaksud dalam ayat 
(1) wajib memperhatikan  fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama 
serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat. 

 

(3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 
potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan 
ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis. 

 
 

Pasal 7 
 

(1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas : 
 

a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air bakti air minum, 
dan atau peruntukan lain yang imempersyaratkan mutu air yang sama dengan 
kegunaan tersebut; 

b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk    prasarana/sarana 
rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan ,air untuk mengairi 
pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 
sama dengan kegunaan tersebut; 

c. Kelas tiga, air yang peruntukannya  dapat digunakan untuk pembudidayaan 
ikan air  tawar, peternakan, air untuk imengairi pertanaman, dan atau 
peruntukan lain yang mempersyaratkan  air yang sama dengan kegunaan 
tersebut; 

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 
mengairi,pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu 
air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

 
 



(2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 8 
 

Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan; 
 

a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air ; 
b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air. 
 

Pasal 9 
 

(1) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar; maka Pemerintah 
Kabupaten Mukomuko sesuai dengan kewenangan melakukan upaya 
penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan  menetapkan 
mutu air sasaran. 
 

(2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, maka Pemerintah 
Kabupaten Mukomuko sesuai dengan kewenangan mempertahankan  dan atau 
meningkatkan kualitas  air. 

 
Pasal 10 

 
Pemerintah Kabupaten Mukomuko sesuai dengan kewenangan, dalam rangka 
pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang : 
 

a. menetapkan daya tampung beban pencemaran; 
b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar; 
c. menetapkan persyaratan air Iimbah untuk aplikasi pada  tanah; 
d. menetapkan persyaratan pembuangan air Iimbah ke air  atau sumber air; 
e. memantau kwalitas air pada sumber air; dan 
f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air. 

 
Pasal 11 

 
(1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung 

beban pencemaran air pada sumber air. 
 

(2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan secara berkala sekurangkurangnya 5 (Iima) tahun sekali. 

 

(3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dipergunakan untuk: 

 

a. pemberian izin lokasi; 
b. pengelolaan air dan sumber air; 
c. penetapan rencana tata ruang; 
d. pemberian izin pembuangan air limbah; 
e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air. 

 
 
 
 
 
 



Pasal 12 
 

Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan 
pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 
 

Pasal 13 
 

Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka 
penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan 
pemulihan. 
 

 
BAB III 

PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH 
 

Bagian Pertama 
Pemanfaatan Air Limbah 

 
Pasal 14 

 
(1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air Iimbah ke tanah 

untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati Mukomuko.  
 

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil 
kajian  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan 
Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. 

 

(3) Ketentuan mengenai syarat, tata cara perizinan ditetapkan oleh Bupati 
Mukomuko dengan memperhatian pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. 

 
Pasal 15 

 
(1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah 

aplikasi pada tanah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun. 
 

(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang -kurangnya : 
 

a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman; 
b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan 
c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. 

 

(3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemrakarsa 
mengajukan permohonan izin kepada Bupati Mukomuko. 

 

(4) Bupati Mukomuko melalaui instansi yang membidangi lingkungan hidup 
melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemkarssa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). 

 

(5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
menunjukkan bahwa pemanfaatan  air limbah ke tanah untuk aplikasi  pada 
tanah layak lingkungan, maka Bupati Mukomuko menerbitkan izin pemanfaatan 
air limbah. 

 
 



(6) Penerbitan  pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)  
diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya  90 (sembilan puluh) hari 
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin. 
 

(7) Masa izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah adalah 
jangka waktu yang lamanya 2 (dua) tahun. 

 

(8) Pedoman pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan 
dengan Keputusan Menteri. 

 
 

Bagian Kedua 
Pembuangan Air Limbah 

 
Pasal 16 

 
Setiap penanggung usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau 
sumber air wajib mencegah dan menangulangi terjadinya pencemaran air. 
 

Pasal 17 
 

(1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke air 
atau sumber air wajib mentaati persyaratan  yang ditetapkan dalam izin. 
 

(2) Dalam persyaratan izin Pembuangan air Iimbah sebagaimana dimaksud didalam 
ayat (1) waiib dicantumkan : 

 

a. kewajiban untuk mengelola Iimbah; 
b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media 

lingkungan ; 
c. persyaratan cara pembuangan air limbah ; 
d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan 

keadaan darurat; 
e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ; 
f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai 

dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air 
bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai 
dampak lingkungan ; 

g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu atau pelepasan dadakan 
saat ; 

h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan 
batas kadar yang diperyaratkan ; 

i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil 
swapantau. 
 

(3) Dalam penetapan peryaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi air 
limbah yang mengandung radioaktif, Bupati Mukomuko wajib mendapat 
rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang 
tenaga atom. 

 
 
 
 
 



Pasal 18 
 

(1) Setiap usaha dan kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber 
air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati Mukomuko. 
 

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil 
kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan 
Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. 

 

(3) Masa izin pembuangan air limbah ke air atau sumber adalah jangka waktu yang 
lamanya 2 (dua) tahun 

 
 

Pasal 19 
 

(1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau 
sumber air. 
 

(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang-       
kurangnya : 
a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman 
b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan  air tanah; dan 
c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. 

 

(3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemrakarsa 
mengajukan permohonan izin kepada Bupati Mukomuko. 
 

(4) Bupati Mukomuko melalui Instansi yang membidangi lingkungan hidup 
melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). 

 

(5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak 
lingkungan, maka Bupati Mukomuko menerbitkan izin pembungan air limbah.  

 

(6) Penerbitan izin pembungan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) 
diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh ) hari 
terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin. 

 
 

Pasal 20 
 

Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan atau gas ke dalam air dan 
sumber air. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BAB IV 
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 
SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

 
Bagian Kesatu 

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 
 

Pasal 21 
 

Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Mukomuko, 
menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, 
mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. 
 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

 
Pasal 22 

 
(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah 

B3 yang dihasilkannya. 
 

(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 telah kedaluwarsa, 
pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. 

 

(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, 
pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. 

 

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Bupati Mukomuko sesuai 
dengan kewenangannya. 

 

(5) Bupati Mukomuko wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang 
harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam 
izin. 

 

(6) Masa izin pengelolaan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun 
adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) tahun. 

 

(7) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. 
 
 

BAB V 
BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP 

 
Pasal 23 

 
(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu 

lingkungan hidup. 
 

(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: 
a. baku mutu air; 
b. baku mutu air limbah; 
c. baku mutu air laut; 
d. baku mutu udara ambien; 
e. baku mutu emisi; 

 



f. baku mutu gangguan; dan 
g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 
 

(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup 
dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan hidup. 

 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah 
Kabupaten Mukomuko. 

 
Pasal 24 

 
(1) Bupati Mukomuko dalam menentukan baku mutu air limbah yang diinginkan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) didasarkan pada daya tampung 
beban pencemaran pada sumber air; 
 

(2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah yang diizinkan 
ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 21 ayat (1). 

 
 

BAB VI 
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP 

 
Bagian Kesatu 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
 

Pasal 25 
 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan 
hidup wajib memiliki amdal. 
 

(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: 
 

a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha 
dan/atau kegiatan; 

b. luas wilayah penyebaran dampak; 
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 
d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; 
e. sifat kumulatif dampak; 
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau 
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 
Pasal 26 

 
(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi 

dengan amdal terdiri atas: 
 

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; 
b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak 

terbarukan; 



c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan 
sumber daya alam dalam pemanfaatannya; 

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, 
lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; 

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan 
konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; 

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik; 
g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; 
h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan 

negara; dan/atau 
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk 

mempengaruhi lingkungan hidup. 
 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib 
dilengkapi  dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai 
dengan peraturan Menteri. 

 
Bagian Kedua 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
 Lingkungan Hidup 

 
Pasal 27 

 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib memiliki UKLUPL. 
 

(2) Bupati Mukomuko menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib 
dilengkapi dengan UKL-UPL. 

 
Pasal 28 

 
(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan 
kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 
 

(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan kriteria: 

 

a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1); dan 

b. kegiatan usaha mikro dan kecil. 
 

 
BAB VII 

PELAPORAN 
 

Pasal 29 
 

(1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran, air, wajib 
melaporkan kepada Pejabat yang berwenang. 

 
 



(2) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) wajib mencatat : 
 

a. tanggal pelaporan; 
b. waktu dan tempat; 
c. peristiwa yang terjadi; 
d. sumber penyebab; 
e. perkiraan dampak. 

 

(3) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dalam iangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak 
tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskanya kepada Bupati Mukomuko. 
 

(4) Bupati Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) waiib melakukan 
verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap 
pengelolaan kualitas air dan atau terjadinya pencemaran air. 

 

(5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan telah 
terjadinya pelanggaran, maka Bupati Mukomuko wajib memerintahkan 
penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran 
dan atau pencemaran air serta dampaknya. 

 
Pasal 30 

 
Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (5) Bupati Mukomuko 
dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas 
beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. 
 

Pasal 31 
 

Setiap penanggung,jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk 
untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib 
menyaimpaikan laporannya kepada Bupati Mukomuko. 
 

 
BAB VIII 

HAK DAN KEWAJIBAN 
 

Bagian Pertama 
Hak  

 
Pasal 32 

 
(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik. 

 

(2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi 
mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian 
pencemaran air. 

 

(3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan , 
kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang - 
undangan yang berlaku. 

 
 



Bagian Kedua 
Kewajiban  

 
Pasal 33 

 
Setiap orang wajib : 
 

a. melestarikan kualitas air pada sumber air. 
b. mengendalikaan pencemaran air pada sumber air sebagaimana. 
 

Pasal 34 
 

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan 
informasi yang benar dan akurat mengenai  pelaksanaan kewajiban pengelolan 
kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 
 

Pasal 35 
 

Pemerintah Kabupaten Mukomuko wajib memberikan lnformasi kepada masyarakat 
mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 
 

Pasal 36 
 

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan 
tentang penataan persyaratan izin aplikasi air limbah pada tanah. 
 

(2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegitan wajib menyampaikan laporan 
tentang  penaatan persyaratan izin pembuangan  air Iimbah ke air atau sumber 
air. 

 

(3) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegitan wajib menyampaikan laporan 
tentang  penaatan persyaratan izin penyimpanan dan pengelolaan Iimbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun. 

 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan 
sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati Mukomuko 
dengan tembusan disampaikan kepada Menteri. 

 
 

BAB IX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Bagian Pertama 

Pembinaan  
 

Pasal 37 
 

(1) Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukan pembinaan untuk meningkatkan 
ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan 
kualitas air dan pengendaliaan pencemaran air. 

 
 
 
 



(2) Pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam yat (1) meliputi: 
 

a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan pengelola lingkungan hidup; 

b. penerapan kebijakan insentif dan atau disinsentif. 
 

(3) Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukan upaya pengelolaan dan atau 
pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga. 

 

(4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan membangun 
sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu. 

 

(5) Pembangunan saran dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan 
peraturan perundang -undangan yang berlaku. 

 
 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

 
Pasal 38 

 
(1) Bupati Mukomuko melalaui instansi yang membidangi lingkungan hidup wajib 

melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam 
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2). 
 

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh 
pejabat pengawas lingkungan daerah. 
 

Pasal 39 
 

Dalam hal tertentu pejabat pengawas lingkungan melakukan pengawasan terhadap 
penataan persyaratan yang tercantum dalam izin melakukan usaha dan atau 
kegiatan. 

 
Pasal 40 

 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam pasa 34 ayat (2) dan pasal 35 berwenang: 
 

a. melakukan pemantauan; 
b. meminta keterangan; 
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau 
b. membuat catatan yang diperlukan; 
a. memasuki tempat tertentu; 
b. memotret; 
c. membuat rekaman audio visual; 
d. mengambil sampel; 
e. memeriksa peralatan; 
f. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau 
g. menghentikan pelanggaran tertentu. 

 



(2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c 
meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta, dan atau dekripsi yang 
diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. 

 
 

Pasal 41 
 

Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas 
dan atau tanda pengenal. 
 
 

BAB X 
SANKSI 

 
Bagian Pertama 

Sanksi Administrasi 
 

Pasal 42 
 

(1) Bupati Mukomuko menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran 
terhadap izin lingkungan. 
 

(2) Sanksi administratif terdiri atas: 
 

a. teguran tertulis; 
b. paksaan pemerintah; 
c. pembekuan izin lingkungan; atau 
d. pencabutan izin lingkungan. 

 
Pasal 43 

 
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak membebaskan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan 
pidana. 
 

Pasal 44 
 

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan 
apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan 
Pemerintah. 

 
Pasal 45 

 
(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b 

berupa: 
a. penghentian sementara kegiatan produksi; 
b. pemindahan sarana produksi; 
c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; 
d. pembongkaran; 

 



e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan 
pelanggaran; 

f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau 
g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan 

memulihkan fungsi lingkungan hidup. 
 

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran 
apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: 
 

a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; 
b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan 

pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau 
c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan 

pencemaran dan/atau perusakannya. 
 
 

Pasal 46 
 

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan 
paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan 
sanksi paksaan pemerintah. 
 
 

Pasal 47 
 

(1) Bupati Mukomuko berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. 
 

(2) Bupati Mukomuko berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk 
melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan. 

 
 

Bagian Kedua 
Ganti Kerugian 

 
Pasal 48 

 
(1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan 

lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan 
hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar 
ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu. 
 

(2) Selain pembeban untuk melakukan tindakkan tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap 
hari keterlambatan penyelesaian tindakkan tertentu tersebut. 

 
 
 
 
 

 



BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 49 

 
(1) Dengan berlakunnya Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko ini, maka 

Peraturan daerah Kabupaten Mukomuko yang terdiri dari : 
 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi 
Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah ke Tanah pada lahan 
Pertanian Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 
2009 Nomor 127); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Badan Air (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 128); 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 29 Tahun 2009 tentang 
Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah kabupaten 
Mukomuko Tahun 2009 Nomor 129).  
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 50 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Pengendalian dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko 
 

   Ditetapkan di Mukomuko 
              Pada tanggal 17 Januari 2011 

 

       BUPATI MUKOMUKO, 
 

             ttd 
 
 

          ICHWAN YUNUS 
Diundangkan di Mukomuko 
Pada tanggal  17 Januari 2011 
 

Plt. SEKETARIS DAERAH  
    KABUPATEN MUKOMUKO, 
 
  ttd 
 
           BM. HAFRIZAL, SH 
               Pembina TK.I  
  NIP. 19670401 199203 1 012 
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LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 
NOMOR 11 TAHUN 2011 
TANGAL 17 Januari 2011 

  
Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas 

PARAMETER SATUAN 
KELAS KETERANGAN 

I II III IV   

        FISIKA 

Tempelatur oC deviasi 3 deviasi 3 deviasi 3 deviasi 5 Deviasi temperatur dari keadaan almiahnya 

Residu Terlarut  mg/ L 1000  1000 1000 2000   

Residu Tersuspensi mg/L 50 50 400 400 
Bagi pengolahan air minum secara konvesional, 

residu tersuspensi  5000 mg/ L 

KIMIA ANORGANIK 

pH   6-9 6-9 6-9 5-9 
Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka 
ditentukan berdasarkan kondisi alamiah 

BOD mg/L 2 3 6 12   

COD mg/L 10 25 50 100   

DO mg/L 6 4 3 0 Angka batas minimum 

Total Fosfat sbg P mg/L 0,2 0,2 1 5   

NO 3 sebagai N mg/L 10 10 20 20   

NH3-N mg/L 0,5 (-) (-) (-) 
Bagi perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan 

yang peka  0,02 mg/L sebagai NH3 

Arsen  mg/L 0,05 1 1 1   

Kobalt mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2   

Barium mg/L 1 (-)  (-) (-)   

Boron mg/L 1 1 1 1   



Selenium mg/L 0,01 0,05 0,05 0,05   

Kadmium mg/L  0,01 0,01 0,01 0,01   

Khrom (VI) mg/L 0,05 0,05 0,05 0,01   

Tembaga mg/L 0,02 0,02 0,02 0,2 
Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu 

 1 mg/L 

Besi  mg/L 0,3 (-) (-) (-) 
Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fe  
5 mg/L 

Timbal mg/L 0,03 0,03 0,03 1 
Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Pb  
0,1 mg/L 

Mangan mg/L 0,1 (-) (-) (-)   

Air Raksa mg/L 0,001 0,002 0,002 0,005   

Seng mg/L 0,05 0,05 0,05 2 
Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn 

  mg/L 

Khlorida mg/l 600 (-) (-) (-)   

Sianida mg/L  0,02  0,02 0,02 (-)   

Fluorida mg/L 0,5 1,5 1,5 (-)   

Nitrit sebagai N mg/L 0,06 0,06 0,06 (-) 
Bagi pengolahan air minum secara konvensional, 

NO2_N  1 mg/L 

Sulfat mg/L 400 (-) (-) (-)   

Khlorin bebas mg/L 0,03 0,03 0,03 (-) Bagi ABAM tidak dipersyaratkan 

Belereng sebagai 
H2S 

mg/L 0,002 0,002 0,002 (-) 
Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S 
sebagai H2S <0,1 mg/L 

MIKROBIOLOGI 

Fecal coliform 
jml/100 

ml 
100 1000 2000 2000 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, 



-Total coliform 
jml/100 

ml 
1000 5000 10000 10000 

fecal coliform  2000 jml / 100 ml dan total coliform  
10000 jml/100 ml 

-RADIOAKTIVITAS 

- Gross-A Bq /L 0,1 0,1 0,1 0,1   

- Gross-B Bq /L 1 1 1 1   

KIMIA ORGANIK 

Minyak dan Lemak ug /L 1000 1000 1000 (-)   

Detergen sebagai 
MBAS 

ug /L 200 200 200 (-)   

Senyawa Fenol ug /L 1 1 1 (-)   

sebagai Fenol              

BHC ug /L 210 210 210 (-)   

Aldrin / Dieldrin ug /L 17 (-) (-) (-)   

Chlordane ug /L 3 (-) (-) (-)   

DDT ug /L 2 2 2 2   

Heptachlor dan  ug /L 18 (-) (-) (-)   

heptachlor epoxide             

Lindane ug /L 56 (-) (-) (-)   

Methoxyclor ug /L 35 (-) (-) (-)   

Endrin ug /L 1 4 4 (-)   

Toxaphan ug /L 5 (-) (-) (-)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Keterangan : 
mg  : miligram     ug  : Mikrogram 
ml  : mililiter     L  : liter 
Bq  : Bequerel     MBAS  : Methylene Blue Active Substance 
ABAM  : Air Baku untuk Air Minum   Logam berat merupakan logam terlarut 
Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO. 
Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum. 
Nilai DO merupakan batas minimum. 
Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termasuk, parameter tersebut tidak dipersyaratkan 
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LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 
NOMOR 11 TAHUN 2011 
TANGAL  17 Januari 2011 

  
II.a. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Minyak Kelapa Sawit 
 

Parameter Kadar Maksimum 
Beban Pencemaran 
Maksimum (kg/ton) 

BOD 75 0,2 

COD 300 0,7 

TSS 200 0,5 

Minyak dan Lemak 15 0,05 

Nitrogen Total (sebagai N) 25 0,08 

pH 6,5 – 8,5 

Debit limbah maksimum 2 M3Produk minyak sawit (CPO) 
 

II.b. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Karet 
 

Parameter Kadar Maksimum 
Beban Pencemaran 
Maksimum (kg/ton) 

BOD 75 2,5 

COD 200 7,5 

TSS 80 3 

Amonia Total (sebagai NH-
N) 

7,5 0,3 

Nitrogen Total (sebagai N) 15 0,8 

pH 6,5 – 8,5 

Debit limbah maksimum 30 M3 per ton karet 

 
 
 
 
 
 



Catatan : 
Untuk memenuhi baku mutu limbah cair tersebut, kadar parameter limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran 
dengan air secara langsung diambil dari sumber air. Kadar parameter limbah tersebut adalah limbah maksimum yang 
diperbolehkan. 
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